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Abstrak: 

Sertifikat elektronik, yang juga disebut sertifikat-el, adalahi sertifikati yang diterbitkan dalam 
bentuk dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sertifikat elektronik harus memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam PERMEN ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 yang mengatur sistem 
elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data, dan tanda tangan elektronik. Semua kondisi 
yang dijelaskan dalam proses pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini disajikan dalam 
dokumen elektronik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk 
meninjau bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dan fakta yang terjadi di 
masyarakat. penelitian ini dilakukan dengan melihat kondisi dalam masyarakat yang bertujuan 
untuk mengetahui fakta dan data yang sebenarnya.Bedasarkan hasil penulisan penelitian dan 
pembahasan penulis terkait pelaksanaan sertifikasi tanah BMN secara elektronik pada Kantor 
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan BMN, PERMEN 
ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, dan PERMEN ATR/BPN No. 3 Tahun 
2023 tentang pendaftaran tanah elektronik. Pada saat pelaksanaan sertifikasi-el pertama kali ini 
pihak instansi Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara masih mengalami banyak kendala yang 
dikarenakan kurangnya edukasi dan pemahaman terkait kebijakan baru ini. Namun seiring 
berjalannya waktu pihak internal Kantah dapat menuntaskan target dan kewajiban penerbitan 
sertifikat-el tuntas dan tepat waktu. 
 
Kata Kunci: Sertifikat elektronik, Sertifikat-el, Barang Milik Negara. 

 
Abstract 

Electronic certificates, which are also called e-certificates, are certificates issued in the form of 
electronic documents via an electronic system. Electronic certificates must meet the requirements 
stipulated in PERMEN ATR/BPN No. 1 of 2021 which regulates electronic systems, electronic 
documents, data, databases and electronic signatures. All conditions described in the land 
registration process through this electronic system are presented in electronic documents. This 
research uses empirical juridical research, namely to review how applicable legal provisions are 
implemented and the facts that occur in society. This research was carried out by looking at 
conditions in society with the aim of knowing the actual facts and data. Based on the results of 
research writing and the author's discussion regarding the implementation of electronic BMN land 
certification at the North Jakarta City Administration Land Office in accordance with applicable 
laws and regulations, as stated in explained in PP no. 6 of 2006 concerning BMN management, 
PERMEN ATR/BPN No. 1 of 2021 concerning electronic certificates, and PERMEN ATR/BPN No. 3 
of 2023 concerning electronic land registration. During the implementation of this first e-
certification, the Kantah City Administration of North Jakarta still experienced many obstacles 
caused by a lack of education and understanding regarding this new policy. However, as time went 
by, Kantah's internal parties were able to complete the targets and obligations of issuing e-
certificates completely and on time. 
 
Keywords: Electronic certificate, e-certificate, State Property. 
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Pendahuluan  
Tanah merupakan salah satu aset paling berharga di dunia ini,i yangi sepanjangi sejarahi 

peradabani manusiai selalui menghadirkani berbagaii masalahi kompleks.1iDii Indonesia,i 
dengani wilayahi daratani yangi sangati luas,i persoalani tanahi menjadii salahi satui isui 
palingi mendesaki dii antarai masalahi lainnya.i Olehi karenai itu,i tidaki mengherankani 
bahwai setelahi Indonesiai merdeka,i langkahi pertamai yangi diambili olehi parai pemimpini 
bangsai saati itui adalahi melaksanakani proyeki "landreform,"i yangi ditandaii dengan 
disahkannya UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.2 Sertifikat 
memiliki kekuatan yang berperan sangat penting, pertama sertifikat memiliki fungsi untuk 
memberikani kepastianihukumiatasi kepemilikani suatuibidang tanahi bagiipihaki yangi 
namanyai terterai didalami sertifikati tersebut.iPenerbitan sertifikatiiniibertujuani untuki 
mencegahi adanyai sengketai tanah,i kepemilikani sertifikati akani memberikani ketenangani 
bagii pemiliki bidangi tanahi karenai sertifikani akani melindungii haki atasi tanahnyai darii 
ganguan-gangguani tindakani sewenang-wenangi darii siapapun. 

 Bentuk dari legalisasi aset masyarakat ialah sertifikat merupakan sebuah akses atass 
hak-hak dasar masyarakat, yakni tanah merupakan sebuah kerangka dasar dalam system 
penopang kehidupan (life support sytem). Manusia beraktifitas di atas tanah dan terdapat 
banyak juga permasalahan yang timbul berkesinambungan dengan hubungan antara manusia 
dan tanah. Undang-Undangi Pokoki Agrariai menjelaskani tanahi bukani sekedari permukaani 
bumi,i melainkani termasuki bumi,i air,i ruangi angkasai dani seluruhi kekayaani alami yangi 
terdapati didalamnya,i hali inii tertulisi dalami Pasali 2i ayati (1)i Undang-Undangi Pokoki 
Agraria, menjelaskan bahwa “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dimanffatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” atasi dasari 
ketentuani Pasali 33i ayati (3)i Undang-Undangi Dasari 1945.i Hali inii melambangkani 
hubungani antarai manusiai dengani tanahi memilikii sifati yangi abadi,i dengani katai laini 
hubungani manusiai dengani tanahi ialahi sesuatui yangi sangati mendasar.3 Sertifikat itu 
sendiri merupakan suatu objek yang bersifat fundamental guna kepentingan individu, dimana 
telah diatur didalam hukum perdata.4 

Bedasarkan Overschrijvingi ordonnantiei Stb.i 1834i No.2,i pendaftarani tanahi 
dilaksanakani olehi Kantori Pendaftarani Tanahi atasi tanah-i tanahi yangi dilandaskani 
Hukumi Barati dani pendaftarani tanahi kepadai pemegangi haknya.i Alih-alih,i tanah-tabagi 
yangi dilandaskani olehi Hukumi Adati tidaki dapati didaftarkan,i olehi karenai itui tanahi 
tersebuti tidaki memilikii sertifikati dani tidaki dapati memberikani jaminani kepastiani 
hukum.5 Pendaftaran tanah dijelaskan didalam PPi No.i 24i Tahuni 1997i Pasali 1i ayati (1)i 
yaknii pendaftarani tanahi merupakani suatui rangkaiani kegiatani yanhi dilaksanakani olehi 
Pemerintahi secarai berkelanjutan,i berkesinambungan,i dani teratur,i terdirii atasi 
pengumpulan,i pengolahan,i pembukuan,i dani penyajiani sertai pemeliharaani datai fisiki dani 
datai yuridis,i dalami bentuki petai dani daftar,i berkaitani bidang-bidangi tanahi dani satuan-
satuani rumahi susun,i termasuki surati pemberiani tandai buktii haknyai untuki sejumlahi 
bidangi tanahi yangi telahi memilikii haki dani haki miliki atasi satuani rumahi susuni dani jugai 
hak-haki tertentui yangi membebaninya.i Pendaftarani tanahi ditegaskani didalami Undang-
Undangi Pokoki Agrariai i Pasali 19i ayati (1)i menjelaskani bahwai untuki menjamini suatui 
kepastiani hukumi hai katasi tanahi makai diadakani pendaftarani tanahi yangi dilaksanakani 

 
1 Rusyaidi, A. (2009). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan 
Hak Asasi Manusia. Jakarta: Erlangga, hlm. 42. 
2 Ibid. 
3Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana. hal 2. 
4 Teddy Prima Anggriawan ,A. M. (2023). Pengantar Hukum Perdata. Surabaya: Scopindo. Hal.2 
5 Ibid. hlm 23. 
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padai seluruhi Wilayahi Republiki Indonesiai bedasarkani ketentuani yangi telahi diaturi olehi 
peraturani pemerintah,i Peraturani pemerintahi yangi dimaksudi inii ialahi PPi No.i 24i Tahuni 
1997. 

Jakarta utara merupakanipusat perekonomian di Provinsi DK Jakarta yang dimana dii 
daerah tersebut terdapatnya banyak perusahaan-perusahaan asing, terdapat Pelabuhan yangi 
dimana di sana terjadi proses expor impor.iSelain itu di Jakarta utara terdapatnyai 
perkembangan infrastuktur yang dimana menjadi daya tarik investor untuk dating untuki 
menjadii investor,i contohi perkembangani infrastrukturiyakni di Pantai IndahiKapuk.iPantai 
Indah Kapuk atau biasa disebut PIK, merupakan daerahi pemungkimani dani perekonomiani 
eliti yangi dimanai disanai terdapati berbagaii pertokoan,i restoran,i pusati Kesehatan,i dani 
tempat-tempati hiburan,i sertai perkantoran.i  

Dengani didirikannyai PIKi inii menambahi dayai tariki investori dalami negerii 
maupuni asingi untuki menanamkani modalnyai dii wilayahi Jakartai Utara.i Dengani pesatnyai 
perkembangani ekonomii dani infrasturturi dii Jakartai Utarai hali inii berdampaki padai 
banyaknyai permasalahani terkaiti pertanahan,i dalami hali inii terkaiti adanyai permasalahani 
kepemilikani tanahi hinggai pengadani tanahi gunai perkembangani infrastrukturi tersebut.i 
Upayai penyelenggaraani e-government,i Kementeriani Agrariai dani Tatai Ruang/Badani Pertanahani 

Nasionali (ATR/BPN)i sedangi berusahai untuki melakukani perubahani dalami pelayanani publiki dii 

bidangi pertanahan.6i Dengani perkembangani teknologii Erai 4.0i mendorongi Pemerintahi 

Indonesiai dalami melaksanakani pelayanani publiki berbasisi teknologii darii segalai aspeki 

pelayanani administrasii pemerintahani ,i dalami hali inii i termasuki i pelayanani i berbasisi teknologii 

dibidangi pertanahan.i Dengani disahkani aturani olehi pemerintahi melaluii Peraturani Menterii 

(Permen)i Agrariai dani Tatai Ruang/Badani Pertanahani Nasionali (ATR/BPN)i Nomori 1i Tahuni 

2021i Tentangi Sertifikati Elektroniki padai tanggali 12i Januarii 2021i .i Pemahamani singkati 

mengenaii PERMENi Agrariai No.1i Tahuni 2021i tentangi Sertifikati Elektroniki mengaturi terkaiti 

prosesi pendaftarani sertifikati haki atasi tanahi yangi dilaksanakani secarai onlinei ataui elektronik,i 

sertai buktii haki atasi tanahi jugai diterbitkani berbentuki dokumeni digitali yaitui disebuti dengani 

Sertifikati Elektroniki (Sertifikat-el).i Pasali 1i Ayati 8i Peraturani Menterii ATR/BPNi Nomori 1i tahuni 

2021i menjelaskani definisii sertifikati elektronik.i Sertifikati elektronik,i yangi jugai disebuti 

sertifikat-el,i adalahi sertifikati yangi diterbitkani dalami bentuki dokumeni elektroniki melaluii 

sistemi elektronik.i  
 
Metode Penelitian 

“Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian 
yuridis empiris, penelitian yuridis empiris yaitui untuki meninjaui bagaimanai ketentuani hukumi 

yangi berlakui diimplementasikani dani faktai yangi terjadii dii masyarakat.7i Dalam penelitian 
yuridis empiris ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada 
setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan 
yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan socio-legali 

jurisprudencei yangi dimanai penulisi memerlukani berbagaii ilmui sociali dani hukumi gunai mengkajii 

keberadaan hukum positif (negara), sehinngga dapat mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah 
BMN secara elektronik di Kantor Pertahanan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara serta untuk 
mengtahui hambatan dan Upaya dari adanya penerbitan sertifikat elektronik bagi pemilik 
bidang hak atas tanah. Data ini ditemukan dari buku, artikel, wawancara dan bahan bacaan 
lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.” 

 
6 Alvina Nur Aziziyah, Mas Anienda Tien Fitriyah, (2023). Tumpang Tindih atas Tanah. Jurnal Legal Spirit, Vol 7(2), 
hlm. 208. 
7 Fajar, M. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
hlm. 51. 
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Pembahasan Dan Hasil Penelitian 
Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Bmn Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota 
Administrasi Jakarta Utara 

 Sistem sertifikat digital ini diterbitkan untuk melakukan pencatatan terhadap 
perubahan status kepemilikan tanah secara real-time, sehingga sistem ini mampu 
mempercepat proses administrasi yang umumnya memakan waktu yang cukup lama. 
Serttifikat-el bermanfaat untuk meningkatkan efesiensi pelayanan publik, para pemegang hak, 
notaris, pihak bank, dan pihak lain dapat mengakses sertifikat hak atas tanah dengan cepat 
menggunakan sistem sertifikat-el tanpa datang ke Kantah setempat untuk melakukan 
pengecekan.8 Dalam hal ini PEMPROV DK Jakarta melakukan sertifikasi secara elektronik 
terkait aset tanah kepemilikannya yang disebut sebagai Tanah Barang Milik Daerah atau BMN 
dengan mengikuti programi Pendaftarani Tanahi Sitematisi Lengkapi ataui PTSLi dii Kantahi Kotai 

Administrasii Jakartai Utara pada pertengahan 2023. Bedasarkan bagan di atas ini prosedur 
pengsertifikatan tanah dibagi menjadi 5 tahap sebagaimana yang tertulis di dalam Jurnal Teknis 
PTS. Berikut ialah penjelasannya: 
1. Pengukuran 

Tahapan awal dari kegiatan PTSL Kantah adalah membuat tim Pelaksana PTSL 
didalamnya terdiri dari tim untuk mengumpulkan data fisik dan tim untuk mengumpulkan 
data yuridis. Pada tim fisik memiliki tugas dan bagian untuk melakukan pengukuran, 
pemetaan batas keliling, dan pemetaan bidang tanah per bidangnya. Dalam hal ini lokasi 
bidang tanah BMN ini terletak di Kecamatan Cilincing, para petugas pengukuran mengukur 
bidang tanah di lokasi tersebut. Kegiatan pengukuran ini berfungsi untuk mengumpulkan 
data fisik yang didalamnya terdiri dari: Luas bidang tanah, lebar bidang tanah, batas-batas 
dari bidang tanah, untuk mengetahui titik Lokasi beserta titik kooordinat dari bidang tanah. 

2. Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis 
Padai tahapani inii pihaki Kantahi melakukani pengumpulan,i pengolahani dani 

pemeliharaani datai fisiki dani datai yuridisi penetapani haki dani pendaftarani tanahnyai dengani 

menggunakani daftari isian,i petai bidang,i dani datai entrii yangi tercantumi didalami datai 

elektroniki i aplikasii KKP.  Untuk mengumpulkan data fisik pihak Kantah melakukan 
pengukuran atau plotting, dan nantinya hasil dari pengukuran tersebut akan dicetak menjadi 
peta bidang tanah atau PBT dan peta tersebut diunggah ke dalam KKP. Data yuridis dapat 
dikelola setelah PBT terbit dan didalamnya terdapat nomor induk bidang atau NIB, pihak 
Kantah akan melakukan pengelolaan terhadap berkas-berkas alas hak yang telah 
dikumpulkan. 

3. Peneilitian Data Yurudis Untuk Pembuktian Hak 
Dalami tahapi inii pihaki panitiai ajudikasii PTSLi melakukani penelitiani datai yuridis,i untuki 

buktii kepemilikani darii bidangi tanahi tersebuti jikai tidaki lengkapi ataui tidaki adai samai sekalii 

makai pihaki Pemprovi dapati melengkapinyai dani dibuktikani dengani membuati surati 

pernyataani tertulisi terkaiti kepemilikani ataui penguasaani fisiki atasi itikadi baiki olehi pihaki 

yangi berhak.i Itikadi baiki dapati dibuktikani olehi pihaki yangi menguasaii dengani membawakani 

beberapai buktii fisiki keasliani secarai fisiki menguasai,i menggunakan,i melakukani pemafaatani 

sertai pemeliharaani bidangi tanah,i dani diperolehi dengani carai yangi sahi dani tidaki melanggari 

kententuani peraturani perundang-undangan.i Dalami hali inii apabilai tidaki terdapati keberatani 

darii pihaki laini atasi tanahi yangi dimilikii dani tidaki dalami keadaani sengketai dani bukani bidangi 

yangi tumpangi tindihi miliki warga,i makai bidangi tanahi tersebuti dapati dimilikii secarai sahi olehi 

pihaki yangi berhak. 
 

8 Syarfaatul Hidayah, d. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah 
di Era Digital. Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. , hlm 190 Doi:https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793 
 

http://u.lipi.go.id/1458714550
http://u.lipi.go.id/1458717505
http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Surat_Pemberitahuan_Hasil_Akreditasi_Jurnal_Ilmiah_Elektronik_Periode_III_Tahun_2019_dan_Lampiran.pdf


Kabilah: Journal of Social Community                                          Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 

Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                            Vol. 9 No.2 Desember 2024 
 

 

487 
 

4. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya 
Hasili rekapi datai yuridisi yangi telahi dilampirkani kei dalami Risalahi Penelitiani Datai 

Yuridisi terkaiti bidang-bidangi tanahi yangi telahi dipetakani kedalami PBTi akani dimasukkani kei 

dalami daftari datai yuridisi dani datai fisiki bidangi tanah.i Karenai PTSLi didalamnyai terdapati asasi 

publisitasi dalami pembuktiani kepemilikani tanahi makai untuki memenuhinyai datai fisiki dani 

datai yuridisi dani PBTi diumumkani dengani menggunakani formuliri Pengumumani Datai Fisiki 

dani Datai Yuridisi (DIi 201B)i selamai 14i (empati belas)i harii sesuaii dengani kalenderi padai 

kelurahani dani timi ajudikasii PTSL.i Asasi publisitasi memilikii artii sebagaii pengumumani yangi 

akani diberikani kepadai Masyarakati terkaiti statusi kepemilikani haki atasi tanah.i Makai darii itui 

kepadai pihaki yangi berhaki ataui memilikii kepentingani diberikani kesempatani waktui untuki 

hadiri dani melakukani pengajuani keberatani terkaiti Pengumumani Datai Fisiki dani Datai Yuridisi 

(DIi 201B)i selamai jangkai waktui pengumumani masihi berlaku.i Setelahi masai pengumumani 

telahi usai,i datai fisiki dani datai yuridisi disahkani olehi Panitiai Ajudikasii PTSLi yangi ditulisi dalami 

bentuki Beritai Acarai Pengesahani Pengumumani Datai Fisiki dani Datai Yuridisi (DIi 202). 
5. Penerbitan Surat Keterangan (DI 310) 

Setelahi dibentuknyai Beritai Acarai Pengesahani Pengumumani Datai Fisiki dani Datai 

Yuridisi (DIi 202),i timi Pelaksanai PTSLi akani menerbitkani surati keterangani untuki melakukani 

penerbitani sertifikati haki atasi tanah.i Hali yangi tercantumi dalami surati keterangani tersebuti 

usulani pemberiani haki atasi tanahi bedasarkani jenisi haknyai dani tandai tangani darii Ketuai 

Ajudikasii PTSL. Setelah surat keterangan (DI 310) ini terbit maka surat keterangan ini akan 
disahkan oleh Kepala Kantah. 

6. Penetapan surat keterangan  
Penetapan surat keterangan ini merupakan tahapan untuk menetapkan surat 

keterangan (DI 310) yang didalamnya menjelaskan usulan penetapan hak yang 
ditandatangani oleh Ketua Tim Ajudikasi PTSL dimana surat keterangan ini memiliki fungsi 
untuk melanjutkan bidang-bidang tanah untuk melanjutkan ke proses penerbitan sertifikat. 
Surat keterangan (DI 310) ditetapkan oleh Kepala Kantah dan diberikan tanda tangan oleh 
Kepala Kantah setempat. 

7. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 
a. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak 

Untuki bidangi tanahi yangi datai fisiki dani datai yuridisnyai telahi memenuhii syarati maka 
akan digolongkan ke dalam berkas katagori 1 atau kluster 1. Berkas katagori 1 itu sendiri 
merupakan katagori berkas yang telah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses 
pembukuan hak yang dimana datai fisiki dani datai yuridisi padai bidangi tanahi tersebuti telahi 

lengkap,i sesuaii dengani datai fisiki maupuni yuridis,i dani tidak sedang terdapat sengketa yang 
sedang berlangsung. Apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan maka akan 
dikatagorikan ke berkas katagori 2. 
b. Pembukuan Hak 

Dalam tahap ini pihak Kantah melakukan pembukuan hak sesuai hak yang diberikan 
yakni hak guna, hak pakai, dan hak milik. Untuk tahap ini sebelum adanya sertifikat 
elektronik, pembukuan hak dicantumkan pada blanko buku tanah, namun setelah di 
sahkannya peraturan penerbitan sertifikat elektronik pembukuan hak dilakukan di aplikasi 
KKP. Kepala Kantah hanya melampirkan tanda tangan elektronik dan tidak lagi memerlukan 
tanda tangan basah pada blanko. 
c. Penerbitan Sertifikat Tanah 

Setelahi tahapi pembukuani haki makai selanjutnyai tahapani penerbitani sertifikati haki atasi 

tanah,i dimanai haki milik,i haki gunai bagunan,i haki pakaii yangi telahi didaftarkani dii bukui tanahi 

didalami aplikasii KKPi dani sudahi memenuhii syarati untuki diberikani tandai buktii haknya,i akani 

diterbitkani dani dicantumkani dii dalami sertifikati haki atasi tanahi elektronik.i Didalami sertifikati 
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haki atasi tanahi tercantumi jenisi hak,i identitasi pemiliki bidangi tanah,i luasi bidangi tanah,i 

berakhirnyai hak,i dani batasan-batasani luasi penggunaani tanahi yangi digambari padai petai 

bidang. 
8. Pengecekan Ulang Berkas atau Warkah (DI 208) 

Dalami tahapi inii yangi dimaksudi dengani pengecekani berkasi ulangi inii merupakani 

penyelesaiani darii penerbitani sertifikat,i pengecekani kembalii padai sertifikati haki atasi tanahi 

yangi telahi terbit,i pengecekani seluruhi datai terkaiti sertifikati haki atasi tanahi padai aplikasii KKP,i 

dani prosesii penyimpanani bukui tanahi padai gudangi arsipi Kantahi BPNi sertai arsipi datai bukui 

tanahi padai aplikasii KKP. 
9. Penyerahani sertifikati haki atasi tanahi besertai dokumentasi 

Setelahi seluruhi rangkaiani prosesii tahapani pelaksanaani PTSLi telahi selesai,i makai timi 

pelaksanai PTSLi melakukani penyerahani sertifikati bersamai yangi bersangkutan,i dalami hali inii 

pihaki timi pelaksanai PTSLi melakukani penyerahani sertifikat-eli kepadai pihaki PEMPROVi 

besertai melakukani kegiatani dokumentasi. 
 Pendaftarani sertifikat-eli ataui SEi merupakani salahi satui hali pentingi dani utama.i 

Mengingati pendaftarani tanahi wajibi dilakukani sebagaii barangi buktii otentiki kepemilikani haki 

atasi tanahi padai satui orangi yangi berhaki atasi bidangi tanahi tersebut,i hali inii telahi diaturi secarai 

khususi dalami UUPAi No.i 5i Tahuni 1960i tentangi Peraturani Dasari Pokoki –i Pokoki Agraria.i Dalami 

Hukumi Agrariai Nasionali terdapati konsepi haki atasi tanahi yangi dibagii dalami 2i konsepi yaitui 

primeri dani sekunder.i Haki atasi tanahi primeri merupakani haki atasi tanahi yangi hanyai bisai dimilikii 

dani dikuasaii olehi seorangi ataui badani hukumi dalami jangkai waktui lamai sertai dapati dipindahi 

tangankani kepadai orangi laini melaluii juali beli,i waris,i dani hibah.i Alasan diselanggarakannya 
sertifikat-el adalah untuk mempermudah penyimpanan dan pembukuan sertifikat tanah baik 
pihak pemilik hak dan juga pihak dari Kantah, selain itu terdapat alasan lain seperti 
mempermudah pemilik hak untuk mengakses alas haknya dimana pun ia berada tanpa 
membawa fisik sertifikatnya, meminimalisir resiko kerusakan, terselip bahkan kehilangan fisik 
sertifikat, meminimalisir tingkat kecurangan dan kejahatan terkait dokumen sertifikat tanah 
yang dimana dapat terjadi pemalsuan danpenculikan, sertifikat-el hanya dapat diakses oleh 
pemilik hak dan pihak Kantah yang memiliki kepentingan dan wewenang. Oleh karena itu 
sertifikat-El menjadi trobosan baru di Negeri kita ini.9 

 Di awal tahun 2024 ini terdapat 14 Kota lengkap dari i 416i kabupateni dani 98i kotai dii 

indonesiai inii termasuk Kota Administrasi Jakarta Utara, Hal ini merupakan suatu prestasi besar 
bagi suatu Kantah karena telah dideklarasikan sebagai Kota lengkap. Sistematika penerapan 
sertifikasi elektronik di Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan UU dan Permen 
yang tertulis dimana proseduri yangi dilakukani sudahi sesuaii dengani ketentuan-ketentuani yangi 

adai mulaii darii pengumpulani alasi haki yaknii datai fisiki dani datai yuridisi hinggai penerbitani 

sertifikati elektroniknya. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara benar-benar berhati-hati 
dalam pengimplementasian perubahan pelayanan pertanahan yang baru, karena Kantah 
tersebut menjadi Kantah di  Dalam menjalankan upayai penjagaani aseti Barangi Miliki Negarai 

(BMN)i perlui dilakukani tatai kelolai dengani tertibi dani baiki terhadapi aseti BMN.i BMNi itui sendirii 

merupakani aseti yangi memilikii nilaii ataui jumlahi yangi cukupi besari sehinggai dalami mengelolai 

aseti BMNi diperlukannya perlukannya tertib administrasi. Selain dilaksanakannya tertib 
administrasi hal ini diperlukan sebuah kepastian hukum terhadap aset BMN agar menghindari 
adanya permasalahan terkait pertanahan dengan dilakukannya sertifikasi hak milik atas tanah. 

 
9 Wawancara Bapak Joko Hartanto selaku Staff Penetapan Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta 
Utara, Jakarta, pada 14 Agustus 2024  
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10Oleh karena itu Pemerintah mengatur peraturan terkait BMN dimana dalam penulisan ini 
sertifikati haki atasi tanahi BMNi diterbitkani melaluii programi PTSL. 

Bidang tanah BMN tersebut yang akan disertifikatkan telah direkap menjadi satu ke 
dalam PTSL yang dikatagorikan sesuai dengan kecamatan dan kelurahannya. Bidang tanah 
BMN dan bidang tanah percobaan sertifika-el berletak padai 3i Kelurahani dii Wilayahi Kotai 

Administrasii Jakartai Utarai dani berletaki padai 2i Kelurahani dii Wilayahi Kepulauan Seribu. 
Pengkatagorian ini dilakukan karena pelaksanaan PTSL dibagi menjadi beberapa tim sesuai 
dengan kelurahan yang terdapat di daerah pelayanan Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara. 
Kantori Pertanahani Kotai Administrasii Jakartai Utarai merupakani kantori yangi pertamai dii wilayahi 

DKi Jakartai melakukani penerbitani Sertifikati tanahi elektroniki melaluii programi kerjai 

Pendaftarani Tanahi Sistematisi Lengkapi ataui dikenali dengani programi PTSLi padai akhiri tahuni 

2023.i Kantori Pertanahani Kotai Administrasii Jakartai Utarai telahi menyerahkani sekaligus 
meluncurkan sebanyak 21 bidang Sertifikat elektronik dari Wilayah Kabupaten Kepulauan 
Seribu diserahkan di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, selain itu terdapat 
Sertifikat 7 bidang Sertifikat Elektronik aset PLN. Selain itu pada tanggal 15 Februari 2024 
Kantor Pertanahan Kota Administrasii jugai telahi melakukani penyerahani terhadapi 35i Sertifikati 

elektroniki Barangi Miliki Negarai (BMN)i dani Sertifikati elektroniki Barangi Miliki Daerahi (BMD)i 

Wilayahi Kotai Administrasii Jakartai Utarai dani Kabupateni Kepulauani Seribu. 
Tantangan Dan Upaya Dari Adanya Penerbitan Sertifikat Elektronik Bagi Pemilik Bidang 
Hak Atas Tanah 

“Terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses 
penerbitan sertifikat tanah dan terlebih saat ini menggunakan sistem baru yaitu menggunakan 
sistem elektronik. Tidak hanya masyarakat saja yang terdampak adanya sistem baru ini 
melainkan pihak internal BPN juga terkena dampaknya. Berikut ialah beberapa tantangan yang 
ada dalam penerbitan sertifikat-El ialah sebagai berikut; 
1. Pemalsuan surat/ dokumen permohonan; 
2. Rencana jahat yang diambil secara sepihak didalam PTSL; 
3. Kurangnya pengetahuan petugas pihak Kantah terkait sertifikat elektronik; 
4. Kurangnya pemahaman Masyarakat dengan adanya sistem sertifikat elektronik; 
5. Kurangnya sosialisasi terkait sistem sertifikat elektronik secara menyeluruh; 
6. Website KKP yang masih terus diadakan perbaikan dan update yang mengakibatkan proses 

terbitnya sertifikat elektronik terganggu; 
7. Blangko baru yang kuotanya masih terbatas, hal ini menyebabkan overlapping pencetakan 

fisik sertifikat elektronik; 
8. Beberapa pihak merasa kebijakan baru ini dianggap rumit dan tidak efisien karena pihak 

Kantah masih melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru ini; 
9. Banyak terjadinya pencatatan identitas pemilik hak di dalam aplikasi Sentuh Tanahku” 

“Seperti yang penulis sebutkan diatas, bahwa kebijakan baru dari Kementerian 
ATR/BPN masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, menurut pihak Pejabat 
struktural hal ini merupakan suatu hal yang wajar diakibatkan oleh penyesuaian dari petugas 
Kantah terhadap kebijakan baru ini. Namun bagi masyarakat dan beberapa pemilik hak hal ini 
menimbulkan rasa rumit dan dianggap tidak effektif. Salah satu contoh kasus yang dialami oleh 
PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan yakni beliau sedang melakukan konversi beberapa 
sertifikat analog menjadi sertifikat-El, setelah sertifikat-El tersebut terbit pemilik hak yang 
tercantum di dalam fisik sertifikat-el berbeda dengan yang seharusnya ada di aplikasi Sentuh 
Tanahku. Dimana data seharusnya yang tercantum pada aplikasi Sentuh Tanahku sesuai dengan 

 
10 Zahra ATS Tsaurah, F. F. (2023). Penyelesaian Sertipikasi Barang Milik Negara pada Bidang Tanah. Tunas Agraria. 
Vol.3, hlm.221, Doi: https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.243 
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sertifikat-El. Namun kenyataan yang terjadi terdapat ketidaksesuaian di dalam aplikasi Sentuh 
Tanahku, bukan nama pemilik hak yang tercantum melainkan nama dari PPAT itu sendiri, 
permasahan ini disebabkan oleh kelalaian petugas Kantah terkait. Hal ini mengakibatkan 
beberapa masyarakat angggap kurang effesien bahkan dapat merugikan pihak pemilik hak itu 
sendiri. Selain itu terdapat kendala pada internal Kantah itu sendiri, banyak terjadinya 
kesalahan dalam prosedur pendaftaran dan pencatatan penerbitan sertifikat-El. Salah satu 
penyebabnya kendala ini adalah kurangnya wawasan dan sosialisasi antara pejabat struktural 
dengan petugas Kantah, sehingga terdapat banyaknya human error yang terjadi. Aplikasi KKP 
yang merupakan pusat data dari kegiatan pelayanan pertanahan itu sendiri sering mengalami 
kendala dikarenakan banyaknya perbaikan. Tidak hanya itu terdapat juga blanko fisik sertifikat-
El yang kuotanya masih terbatas berdampak pada penerbitan sertifikat-El, hal ini akan 
mengakibatkan overlapping berkas pada proses pencetakan. Untuk yang terakhir apabila 
terdapat sertifikat analog buku tanah yang dipalsukan oleh pihak internal Kantah 
dikonversikan menjadi sertifikat-el, maka tidak dapat teridentifikasi kepalsuannya karena data 
dari produk hukum tersebut tidak tertera didalam aplikasi KKP, hal ini dapat menimbulkan 
kerugian yang sangat berdampak dari pemilik bidang tanah terkait. Dengan banyaknya kendala 
sertifikat-El ini pihak BPN membutuhkan banyak wawasan dan edukasi kepada seluruh pihak 
agar dapat meminimalisir seluruh kendala yang terjadi.” 
Upaya Dari Adanya Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik PTSL Bagi Pemilik Bidang Hak Atas 
Tanah 

 “Sehubungan dengan tantangan di atas pihak Kantah Kota Administrasi melakukan 
upaya untuk menghadapi seluruh tantangan dalam penerbitan sertifikat-El. Berikut merupan 
beberapai upayai yangi dapati dilakukani adalahi sebagaii berikut; 
1. Pihak Kantah rutin melakukan rapat dan sosialisasi terkait penerbitan sertifikat-El antar 

seluruh petugas dan pejabat struktural; 
2. Pihak Kantah melakukan sosialisasi terkait sertifikat-El kepada masyarakat secara 

menyeluruh dengan diadakannya di setiap kelurahan dan kecamatani yangi adai dii Wilayahi 

Kotai Administrasii Jakartai Utara; 
3. Pihak Kantah mewajibkan pengecekan ulang seluruh data dan permohonan penerbitan 

sertifikat-el yang ada guna meminimalisir kecurangan dan kesalahan yang dapat terjadi; 
4. Pihak Kantah harus lebih siap pada saat pencetakan fisik sertifikat-el dengan 

mempersiapkan kuota yang dibutuhkan; 
5. Pihak PUSDATIN rutin melakukan untuk melakukan pembaruan agar media elektronik dapat 

menjadi lebih efisien; 
6. Pihak PUSDATIN mempersiapkan server dari media elektronik agar tidak terjadi kendala.” 

“Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, beberapa upaya tersebut telah 
dilaksanakan oleh pihak Kantah dan PUSDATIN untuk mengurangi beberapa tantangan yang 
ada. Pada implementasinya pihak Kantah melakukan sosialisasi pada kecamatan dan kelurahan 
saat pengumpulan berkas PTSL, dengan ini dapat membantu mengedukasi masyarakat secara 
menyeluruh dan dapat mempermudah petugas disaat pembagian sertifikat-el. Selain itu pihak 
Kantah melakukan rapat dan sosialisasi dengan seluruh petugas dengan pejabat struktural 
guna memberikan kesiapan dan wawasan dalam kebijakan baru ini. Tidak dengan Masyarakat 
saja, pihak kantah melakukan sosialisasi terhadap pihak PEMDA, PEMPOV, Kecamatan, 
Kelurahan, dan RT/RW setempat. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan rapat dan 
sosialisasi pada saat apel pagi dan selesai apel pagi tiap hari senin. Selain itu para pejabat 
struktural melakukan rapat antar sesama dengan istilah “morning coffee” dan rapat gabungan 
dengan pihak Kanwil dan Kementrian di waktu tertentu. Selebihnya pihak Kantah melakukan 
pengecekan terhadap kuota blangko yang ada harus sesuai kuotanya dengan nominal sertifikat-
el yang akan diterbitkan agar tidak terjadinya overlapping dan tidak akan memberikan 
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dampakan terhadap petugas Kantah saat melakukan pencetakan fisik sertifikat-el. Pihak 
PUSDATIN diharusan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap aplikasi KKP yang 
selalu mengalami kendala, selain itu pihak PUSDATIN telah mempersiapkan server yang lebih 
prima guna meminimalisir seluruh kendala pada media elektronik baik aplikasi KKP maupun 
aplikasi Sentuh Tanahku.” 

“Bedasarkan permasalahan yang dialami oleh pihak PPAT yang berletak di Kota 
Administasi Jakarta Selatan tersebut pihak Kantah melakukan kesalahan dalam pencatatan 
pada aplikasi Sentuh Tanahku dimana identitas pemilik hak tidak sesuai dengan yang 
tercantum pada blangko fisik sertifikat-el. Untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut 
pihak PPAT terkait melakukan pengaduan di loket Kantah dengan status kesalahan pencatatan, 
dengan demikian pihak Kantah dengan segera mengubah data kepemilikan pada aplikasi 
Sentuh Tanahku tersebut dengan melakukan perbaikan didalam aplikasi KKP milik BPN. 
Setelah dilakukannya perbaikan tersebut, maka status kepemilikan dapat Kembali semula 
sesuaii dengani datai yangi terdapati dii dalami sertifikat-eli dani bukui tanahi sepertii semestinya.i Hali 

ini dapat menjadi fatal apabila jatuhi kei tangani pihaki yangi tidaki bertanggungi jawabi dani dapati 

menyebabkani sengketa kepada pihak yang bersangkutan. Dengan seluruh upaya yang diberikan 
dari pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mencegah adanya tantangan yang ada. Saat ini 
pihak Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara dan seluruh Kantah di Indonesia yang telah 
melakukan program pemerintah sertifikat-el dapat menjalankan program tersebut dengan 
lancar. Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara sendiri dapat melakukan penyerahan sertifikat-
el pada bulan November tahun 2023. Oleh karena itu Kantah Kota Administrasi Jakarta Utara 
menjadi Kantah yang pertama menerbitkan sertifikat-el di Provinsi DK Jakarta karena kerja 
keras yang dialami dan atas upaya yang dilakukan oleh Kantah tersebut.” 
 
Penutup  

“Bedasarkani hasili penulisani penelitiani dani pembahasani penulisi terkaiti pelaksanaani 

sertifikasii tanahi barangi miliki negarai secarai elektroniki padai Kantori Pertanahani Kotai 

Administrasii Jakartai Utarai inii sudahi sesuaii dengani peraturani perundang-undangani yangi 

berlaku,i sebagaimanai yangi telahi dijelaskani dii dalami PPi No.i 6i Tahuni 2006i tentangi pengelolaani 

Barangi miliki Negara,i PERMENKEUi No.i 96/PMK.06/2007i tentangi tatacarai penggunaan,i 

pemanfaatan,i penghapusan,i dani pemindahi tangani BMN,i PERMENi ATR/BPNi No.i 1i Tahuni 2021i 

tentangi sertifikati elektronik,i dani PERMENi ATR/BPNi No.i 3i Tahuni 2023i tentangi pendaftaran 
tanah secara elektronik. Secara administrasi dan prosedur pelaksanaan sertifikasi tanah barang 
milik negara secara elektronik padai Kantori Pertanahani Kotai Administrasii Jakartai Utarai 

meliputii prosesi pengumpulani datai fisiki dani datai yuridisi bidangi tanah,i prosesi pendaftarani 

tanahi melalui program PTSL, permohonan penerbitan sertifikat-el, hingga terbitnya sertifikat-
el yang dimana sertifikat-el dari aset BMN tersebut diserahkan kepada instansi terkait. Pada 
saat pelaksanaan sertifikasi-el pertama kali ini pihak instansi Kantah Kota Administrasi Jakarta 
Utara masih mengalami banyak kendala yang dikarenakan kurangnya edukasi dan pemahaman 
terkait kebijakan baru ini. selain itu terdapatnya aset BMN yang bidangnya terdapat tumpang 
tindih bahkan nomor bidang tersebut tidak ditemukan. Selain itu kendala lain disebabkan 
karena kurangnya edukasi masyarakat. Server dari PUSDATIN yang kurang memadahi 
mengakibatkan kendala tertundanya proses mendataan serta penerbitan sertifikat-el. 
Terdapatnya kekurangan blanko fisik sertifikat-el yang mengakibatkan banyak berkas yang 
tertunda saat proses pencetakan fisik sertifikat-el.Namun seiring berjalannya waktu pihak 
internal Kantah dapat menuntaskan target dan kewajiban penerbitan sertifikat-el tuntas dan 
tepat waktu.” 

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Sebaiknya 
sebelum dilaksanakannya suatu kebijakan baru, pihak pejabat struktural seharusnya lebih 
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informatif kepada para petugas Kantah agar tidak menimbulkan banyak kendala. PUSDATIN 
harus lebih mempersiapkan dan melakukan perbaikan terhadap sistem elektronik agar proses 
sertifikasi tidak terhambat dan tidak memakan waktu untuk menunggu banyaknya perbaikan 
dan kendala dari aplikasi Sentuh Tanahku serat Pihak Pemprov seharusnya lebih siap pada saat 
mempersiapkan berkas aset BMN yang akan disertifikatkan agar i tidaki memakani waktui yangi 

lamai saati prosesi pengumpulani datai yuridisi dani datai fisiki yangi dikarenakan ketidaksesuaian 
NIB bidang, bidang tumpang tindih, dan bidang yang tidak ditemukan tata letaknya. 
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